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Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, penulis te-
lah menyelesaikan buku yang semula merupakan disertasi penulis dengan
judul Prinsip Integralistik dalam Penetapan Sanksi Pidana Perampasan Ke-
merdekaan menjadi buku dengan judul Menuju Pembaruan Hukum Pidana
yang beberapa bagian dalam disertasi ditiadakan atau ditambahkan sesuai
dengan kepentingannya. Meskipun antara buku ini dengan disertasi me-
rupakan dua bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan maksud menjangkau pembaca yang lebih luas dan guna me-
nyongsong RUU KUHP. maka buku ini dimaksudkan sebagai sosialisasi awal
untuk meneruskan usaha Pembaruan Hukum Pidana yang harus diperjuang-
kan. Buku ini dapat digunakan oleh para mahasiswa strata satu iimu hukum

_maupun pasca sarjana. Oleh karena itu, penyusunan sistematikanya disesuai-
kan dengan kebutuhan demikian.

Pengambilan tema lebih difokuskan kepada Pembaruan Hukum Pi-
dana yang lazim juga disebut dengan Politik Hukum Pidana atau Kebi-
jakan Hukum Pidana (Criminal Law Policy) lebih khusus lagi merupakan
bagian dari Kebijakan Kriminal (Penal Policy). Di samping itu, pendekatan
yang digunakan bersifat sosiologis dengan demikian dapat menjadi sum-
bangsih bagi mata kuliah Sosiologi Hukum. Meskipun buku ini berasal dari
Disertasi, namun Metode Penelitian penulis tiadakan, akan tetapi terdapat
penambahan materi yang tidak ada dalam Disertasi.

Penulis tidak berpretensi bahwa buku ini telah sempurna, akan tetapi di-
maksudkan untuk mengisi bagian-bagian tertentu dari Hukum Pidana yang
banyak seginya. Oleh karena itu, penulis menyadari ketidaksempurnaan bu-
ku ini. Untuk maksud itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang



konstruktif bagi perbaikan buku ini di masa mendatang dan pengajaran Hu-
kum Pidana umumnya yang menjadi concern penulis.

Perlunya pendekatan Integralistik telah dirintis oleh Soepomo yang ke-
mudian diteruskan oleh Marsillam Simanjuntak. Di samping itu Alm. Satjipto
Rahardjo telah memperkenalkan Konsep Hukum Progresif yang salah satu
misinya memperkenalkan pendekatan yang integral dalam pengkajian ilmu
hukum dengan ungkapannya “dari terkotak-kotak menuju ke satu kesatu-
an” Consilience, buku yang ditulis oleh Edward Q. Wilson dikaitkan dengan
buku The Disorder of Law yang ditulis Charles Samford terus diungkapkan
oleh beliau menjadi rujukan penulisan buku ini.

Beberapa waktu kemudian terbit buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Romly
Atmasasmita, S.H., LLM,, dengan judul Teori Hukum Integratif yang beru-
saha mensintesiskan pandangan Satjipto Rahardjo dan Muchtar Kusuma-
atmadja; dalam waktu yang hampir bersamaan terbit pula buku yang ditulis
oleh Bernard Arief Siddharta dengan judul /lmu Hukum Indonesia, Upaya
Pengembangan llmu Hukum Sistematik yang Responsif terhadap Perubahan
Masyarakat menjadi pendorong bagi penulis, untuk menulis buku ini.

- Buku ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya sumbangsih ber-
harga dari para guru besar terutama yang amat terpelajar Prof. Dr. H. Bam-
bang Poernomo, S.H. yang telah bersedia menjadi promotor disertasi yang
dengan kebapakan yang ditunjukkan sehingga penulis dapat merampung-
kan pendidikan dan menyelesaikan disertasi tersebut, ucapan yang sama
disampaikan juga kepada Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H. M.Si yang telah ber-
sedia menjadi ko-promotor dan telah menjadi rekan diskusi penulis yang
amat menyenangkan. Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah S.H., Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang telah membimbing penulis
semenjak S1 dan S2 dan menjadi penguji disertasi. Buku-ini secara khusus
dipersembahkan kepada beliau.

Lebih khusus lagi disampaikan kepada orang tua penulis ayahanda
Ibrahim Ali (Almarhum) yang tidak sempat menyaksikan momentum yang
amat berbahagia ini dan ibunda Asmah yang telah membesarkan penulis
dengan penuh kasih sayang sehingga dapat menyelesaikan pendidikan
pada jenjang tertinggi; juga kepada Rita Hariyani, S.H., M.H., istri penulis
yang tidak terputus memberikan dorongan dan bantuan moriil/materiil
sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sebaik-baiknya, bagitu
Juga kepada dua buah hati Reza Pratama dan Alwan Rizqi Ramadhan yang
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harus merelakan masa-masa indahnya terganggu untuk mendapatkan
perhatian sepenuhnya dari penulis, tersita untuk menyelesaikan penulisan
buku ini dengan sebaik-baiknya.

Kepada Pimpinan Penerbit Sinar Grafika dan seluruh staf sehingga buku
ini dapat diterbitkan, Penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih
yang sebesar-besarnya.

Sebagai karya ilmiah buku ini tentu tidak luput dari kekurangan, oleh
karena itu kritik yang membangun, penulis harapkan.

Wa billahhittaufiq Wal Hidayah, Wassalam

Penulis



"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap se-
suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan” (QS Al- Maa-'idah : 8)

“Better That Ten Guilty Persons Escape
Then That One nnocent Suffer’’

Sir William Black Stone (1769)
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Hampir satu abad KUHP telah berlaku di Indonesia, melalui UU No. 1 Ta-
hun 1946 WvS diberlakukan dengan beberapa penyesuaian dan berlaku
secara nasional melalui UU No. 73 Tahun 1958. WvS dalam perkembangan
dipengaruhi oleh Code Penal Prancis (CP) karena negara terakhir meri-
duduki Belanda kurang lebih tiga tahun. Meskipun demikian resepsi hu-
kum kolonial juga terjadi di negeri kincir angin tersebut.

Dalam beberapa hal WvS dipengaruhi oleh CP, misalnya ajaran tentang
penyertaan (deelneming) mengikuti konsepsi yang dikembangkan oleh
negara yang menjajahnya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa Belan-
da memang piawai dalam menyusun undang-undang. Ajaran tentang ke-
salahan (schuldleer) lebih maju dibandingkan dengan yang berkembang di
negara yang menganut sistem common law seperti Inggris dan Amerika.

Actus non facit reum nisi mens sit rea atau disingkat dengan mens rea
diartikan sebagai an act does not make a person guilty, unless he mind is le-
gally blameworthy yang menjadi elemen psikologis tindak pidana, semen-
tara elemen/unsur psikis disebut dengan actus reus. Dalam hukum Belanda,
elemen psikologis diartikan juga dengan kemampuan bertanggung jawab,
yakni keadaan subjektif seseorang sehingga dia dapat dimintakan pertang-
gungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, dari sudut doktrin hukum, konsepsi Belanda lebih
maju dan dapat dijadikan acuan dalam pembentukan KUHP Nasional. Alas-
an yang bersifat adaptif bahkan alasan yang bersifat filosofis menjiwai usa-
ha untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional untuk mewujudkan sistem
hukum pidana yang berwatak Pancasila, yakni Sistem Hukum Pidana In-
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donesia (SHPI). Landasan pembentukan SHPI tlanﬂ Sistem
Hukum Nasional atau Sistem Hukum Indonesia (SHI) yang khas,

Karakteristik SHI maupun SHPI yang diciptakan, tidak dapat lain meng-
acu kepada Ideologi Pancasila yang merupakan pandangan tentang dunia
dan kedudukan manusia dalam cosmos (point of view) bangsa Indonesia
(Weltanschaung) sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Setelah kemerdekaan, terdapat berbagai perkembangan yang mena-
rik untuk mengkaji dan mengevaluasi keberlakuan KUHP di dalam negara

“yang sudah merdeka. Ideologi liberalisme yang mendasari WvS, secara
diametral bertolak belakang dengan ideologi komunalisme bangsa In-
donesia. Dengan demikian pengoperan hukum asing ke dalam hukum
nasional—setidak-tidaknya sampai saat ini—telah menyebabkan bangsa
mengalami kebangkrutan dalam berhukum.

Perlindungan terhadap kepentingan individu dalam delik harta benda
seperti pencurian telah memberikan pengalaman buruk dalam berhukum.
Pencurian tiga butir kakao, atau sandal jepit yang nota bene tidak begitu
bernilai, digunakan ketentuan Pasal 362 KUHP dengan ancaman lima ta-
hun penjara. Padahal semenjak KUHAP berlaku pada 31 Desember 1981
telah dikenal acara pemeriksaan singkat maupun acara pemeriksaan cepat
untuk memeriksa perkara yang tidak menimbulkan kerugian serius.

Beberapa kasus yang dikemukakan menunjukkan kuatnya mobilisasi
hukum yang dilakukan oleh korban untuk diadili di pengadilan. Pernyata-
an klasik yang disampaikan penegak hukum bahwa apa yang telah pelaku
lakukan memenuhi atau mencocoki rumusan undang-undang.

Dalam doktrin Hukum Pidana Belanda, suatu perbuatan dapat dihukum
tidak hanya mencocoki rumusan undang-undang akan tetapi dihadapkan
kepada pertanyaan apakah perbuatan tersebut patut dipidana (strafwaar-
dige). Dengan demikian, terjadinya penyimpangan dalam penegakan hu-
kum dapat disebabkan karena kesalahan dalam menafsirkan doktrin-doktrin
hukum kolonial yang seharusnya dikembangkan secara lebih baik di negara
yang telah merdeka. Hukum Pidana harus memiliki karakteristik keindone-
siaan. Dengan demikian, Pembaruan Hukum Pidana yang menjadi tujuan
kemerdekaan merupakan keniscayaan.

Xviii Menuju Pembaruan Hukum Pidana



BAB 1
| Hukum Pidana

A. Arti Hukum Pidana

Untuk mengetahui hakikat Hukum Pidana, terlebih dahulu perlu dikemuka-
kan pandangan ahli. Sarjana-sarjana klasik seperti WLG Lemaire menyatakan
bahwa Hukum Pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-ke-
harusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang)
telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderi-
taan yang bersifat khusus.® Juga van Hattum memberikan definisi Hukum
Pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang
diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, di mana mereka
itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilaku-
kannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah
mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu
penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman?

Pompe memberikan definisi sebagai keseluruhan peraturan hukum yang
menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan di
mana pidana itu menjelma.’ Dari definisi yang diberikan oleh Pompe tersebut,
dapat disimpulkan bahwa unsur Hukum Pidana ada 2 (dua) yakni pertama,
berupa peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang diancam de-
ngan pidana. Kedua, peraturan hukum tentang pidana, berat dan jenisnya, dan
kemudian cara menerapkannya.’

I PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung
1984, hlm. 1.

2 Ibid.
AZ Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit,
Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 1.

4 Ibid.
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A. Karakteristik

Dibandingkan dengan Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi Ne-
gara, sanksi pidana memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan tersebut
dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang
dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan
maupun harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum. Sementara sanksi
keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya dan bunga, begitu juga
dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin maupun denda.

Karaketeristik yang khas menjadikan Hukum Pidana dipandang memi-
liki watak yang keras dan kejam. Oleh karena itu, Hukum Pidana digunakan
Jjuga untuk mendukung program tertentu di kedua bidang hukum. Keten-
tuan dalam undang-undang perkawinan, lingkungan hidup, perpajakan
maupun agraria merupakan contoh di antara sekian banyak peraturan per-
undang-undangan yang menyisipkan dalam salah satu pasalnya tentang
“Ketentuan Pidana”. Ketentuan Pidana tidak lain adalah untuk mendukung
tugas negara dalam bidang tertentu.

Sifat keras dan kejam sanksi pidana menimbulkan kontradiksi dan para-
doksal artinya (hukum) pidana itu tidak disukai atau dibenci oleh karena
itu diusahakan untuk dihindarkan atau tidak dipergunakan akan tetapi di
sisi lain, justru digunakan. Fenomena ini terlihat dari banyaknya ketentuan
undang-undang yang berisi “Ketetuan Pidana”. Sifat kontradiktif dan para-
doksal terus berjalan selama pembentuk undang-undang meyakini bahwa
untuk menegakkan hukum perlu ditetapkan sanksi sebagai penjamin agar
ketentuan yang dibuat efektif. Ironisnya, sanksi selalu jatuh pada pilihan

10 ! Menuju Pembaruan Hukum Pidana




BAB 3
[‘.' Pewibaruan Hukum Pidana

A. Urgensi Pembaruan

_saha untuk melakukan pembaruan Hukum Pidana merupakan bidang Politik
~ukum Pidana. Sebagaimana dinyatakan bahwa secara politis dan kultural,
cemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia
sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun terhadap
<UHP telah dilakukan pelbagai perubahan dan penyesuaian, tidaklah men-
‘zdikan usaha tersebut disebut sebagai upaya pembaruan Hukum Pidana
Jalam arti sesungguhnya serta memiliki karakter Nasional. Penegasan ini di-
sebabkan karena perubahan terhadap KUHP bukan hanya untuk mengganti
Wetboek van Strafrecht (WvS) menjadi KUHP sebagai produk bangsa sendiri.
Pembaruan Hukum Pidana harus menyentuh segi-segi filosofis, yakni per-
ubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang
melandasinya.

Urgensi perubahan terhadap KUHP didasarkan kepada pertimbangan
politis, praktis, dan sosiologis.! Alasan politis, yakni sebagai negara yang
merdeka, wajar bahwa negara Republik Indonesia memiliki KUHP yang ber-
sifat nasional. Tugas pembentuk undang-undang untuk menasionalisasikan
semua perundang-undangan warisan zaman kolonial dan usaha tersebut ha-
rus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Alasan praktis didasarkan kenyataan semakin sedikitnya sarjana hukum
Indonesia yang mampu memahami bahasa Belanda berikut asas-asas hu-
kumnya. Alasan sosiologis di mana KUHP berisi pencerminan dari nilai-ni-
lai kebudayaan dari suatu bangsa. WvS belum sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

| Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 70-71.
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BAB 4 N |

A. Tidak Ada Pedoman Pemidanaan

Dalam hal perbuatan yang dilarang telah ditetapkan oleh badan pemben-
tuk undang-undang, tindakan selanjutnya adalah menentukan jenis sanks
yang diancamkan atas pelanggaran perbuatan yang dilarang itu. Selama
ini ada kesalah pengertian pembentuk undang-undang seakan-akan jika
perbuatan telah ditetapkan, maka sanksinya harus sanksi penjara atau pe-
rampasan kemerdekaan.

Jenis sanksi perampasan kemerdekaan menjadi primadona dalam pro-
duk badan legislasi. Sanksi perampasan kemerdekaan merupakan jenis sanks
yang terbanyak diancamkan dalam KUHP! Meskipun sering dialternatifkar
dengan sanksi denda, akan tetapi sanksi perampasan kemerdekaan baik pi-
dana penjara maupun kurungan paling banyak diancamkan dalam undang-
undang dan dijatuhkan oleh hakim.

Penetapan sanksi pidana Perampasan Kemerdekaan dalam peratura=
perundang-undangan tidak didasarkan oleh pertimbangan rasional mau-
pun filosofis yang memadai. Dapat dikatakan bahwa sejarah penetapas
sanksi pidana dalam perundang-undangan khususnya KUHP tidak mem:-
liki landasan ilmiah yang kuat.

1 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengas
Pitlana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996, him. &
Ditegaskan bahwa “dari seluruh ketentuan KUHP yang diteliti yang memuat perumes
an delik kejahatan yaitu sejumlah 587 pidana penjara tercantum dalam 575 perumusas
delik, baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif deng
jenis-jenis pidana lainnya”.
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BAB 5
Kebijakan Kriminal
dan Penegakan Hukum

A. Kebijakan Kriminal

%20 akan Kriminal (Criminal Policy) merupakan bagian dari Politik Hukum
®czna (Criminal Law Policy). Kebijakan Kriminal merupakan cabang ilmu
Zaru yang berobjekkan kejahatan di mana Hukum Pidana dan Kriminologi
*=2n lebih dahulu muncul sebelum Kebijakan Kriminal ini.

Menurut Marc Ancel, Hukum Pidana Modern terdiri atas Hukum Pi-
zzna (Criminal Law) yang merupakan penjelasan dan penerapan aturan
sositif di mana masyarakat memberikan reaksinya terhadap fenomena ke-
=natan. Kriminologi merupakan studi tentang fenomena kejahatan yang
Zoandang dari berbagai aspeknya dan Penal Policy (Kebijakan Kriminal)
=2ng merupakan ilmu sekaligus seni di mana kegunaan praktis yang men-
=di tujuan akhirnya, guna memungkinkan aturan-aturan hukum positif di-
~muskan dengan lebih baik dan sebagai penuntun bagi pembuat hukum
~ga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang memberikan efek
oraktis terhadap keputusan pengadilan.

Soedarto? sebagai mana dikutip oleh Barda Nawawi Arief? memberi-
«zn definisi kebijakan kriminal atau politik kriminal yang dapat diberi arti
z=mpit, lebih luas, dan paling luas:

Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach Criminal Problems, London Rougledge
& Kegan Paul, 1965, hlm. 5.

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 1981, hlm.
113-114.

Barda Nawawi Ariet, Bunga Rampai ..., op.cit, hlm 1.
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BAB 6

Perkembangan Doktrin
Integralistik

A. Sejarah Panjang

Zmbrio doktrin integralistik telah melampaui rentang waktu yang panjang.
Weskipun demikian, doktrin tersebut terus-menerus mengalami perkem-
s2ngan sesuai dengan perkembangan ilmu hukum dan praktik hukum baik
=zlam tataran internasional maupun domestik.

Oleh karena itu, juga dilakukan pembahasan terhadap perkembang-
zn doktrin ini melalui gagasan yang dikemukakan oleh para ahli dan prak-
“« nasional dan internasional. PBB yang terus melakukan Kongres tentang
encegahan Kejahatan dan Pembinaan terhadap Pelanggar Hukum, secara
ndak langsung mengembangkan konsep Integralistik ini melalui berba-
2ai forum internasional, di samping itu telah berkembang pula konsepsi
Zestorative Justice atau Keadilan Restoratif yang digunakan di beberapa
negara seperti Selandia Baru dan Thailand.

Konsep keadilan restoratif dapat juga dipandang sebagai pencarian al-
ternatif baru dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum secara rekonsiliatif
Jengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Ternyata konsep ini
efektif menyelesaikan beberapa kasus mulai yang digolongkan ringan sam-
nai kepada kasus besar seperti pembunuhan.

Di samping konsep keadilan restoratif, perkembangan konsepsi ten-
tang HAM juga mewarnai perkembangan hukum baik dalam tataran in-
ternasional dan domestik. Konsepsi HAM yang semula bersifat universal,
dapat memperoleh bentuknya yang partikularistik sesuai dengan kebutuh-
an suatu bangsa, dengan demikian HAM dapat dijadikan sebagai acuan
bagi Hukum Pidana di masing-masing negara untuk menerapkan konsepsi
Humanisasi dan Civilisasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang
berkaitan dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.
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BAB 7

Doktrin Integralistik
dalam Hukum Pidana

Aspek Perkembangan

ecembangan atau pertumbuhan Prinsip Integralistik dalam bidang Hu-

s Pidana dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar pertim-
S=ngan, yakni 1) aspek yang bersifat ideologis atau filosofis, 2) aspek yang
Bersifat sosiologis, dan 3) aspek yang bersifat keilmuan.

Ketiga pertimbangan tersebut menunjukkan kebutuhan yang mende-
==k mengingat KUHP yang berlaku merupakan warisan pemerintah koloni-
# vang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini baik dikaitkan dengan
®zncasila sebagai dasar negara, sistem kehidupan sosial bangsa Indonesia

22n perkembangan ilmu hukum yang terus bergerak maju menuju tingkat
ce"wajuan ilmu modern.

Oleh karena itu, doktrin-doktrin yang dikembangkan harus pula dise-
araskan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan di samping
=untutan penegakan hukum yang menjadi tujuan praktisnya.

1. Aspek Ideologis atau Filosofis

~ukum Pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum pada um-
Jmnya. Oleh karena itu, tentu tidak dapat diabaikan bahwa prinsip-prinsip
~ukum pada umumnya seperti dalam bidang Hukum Perdata maupun da-
am Hukum Tata Negara juga berlaku bagi Hukum Pidana. Dinamika yang
nerkembang dalam sistem hukum lain mempunyai hubungan fungsional
dengan Hukum Pidana, begitu juga dengan dinamika yang berkembang di
uar sistem hukum mempengaruhi doktrin Hukum Pidana; Hukum Pidana
dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mengharuskan untuk dilakukan
pengembangan dan penyempurnaan.
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BAB 8
elaksanaan Prinsip Integralistik

A. Masyarakat Internasional

®=mikiran tentang gagasan Prinsip Integralistik dalam Penetapan Sanksi
#dana Perampasan Kemerdekaan selain dilihat dari perkembangan keil-
muwan Hukum Pidana sebagai mana telah dikembangkan oleh para ahli,
.ga dilandasi oleh pertimbangan yang dilatarbelakangi oleh praktik-prak-
=« di lingkungan masyarakat internasional yang berusaha untuk menja-
=«an Hukum Pidana lebih berwawasan kemanusiaan, dan menjadikannya
s=bagai alat untuk menciptakan kesejahteraan bukan sebagai sarana pem-
2zlasan.

Negara-negara yang tergabung dalam PBB secara berkala mengada-
«zn pertemuan dan membahas topik-topik yang dihadapi oleh masing-
masing negara anggota, dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap sistem
ang ada, dicari persamaan-persamaan dan perbedaan yang prinsipil agar
«esamaan tersebut dapat diterapkan secara universal di samping perbeda-
zn tetap dipertahankan mengingat kebutuhan khusus di negara yang ber-
:angkutan.

PBB merekomendasikan agar negara-negara peserta melakukan eva-
Jasi, monitoring, dan kerja sama antar antar negara menghadapi perma-
salahan sosial/kejahatan masing-masing yang terus-menerus mengalami
nerkembangan sementara di sisi lain kecenderungan legislasi terkadang
tidak sejalan dengan kebutuhan yang berkembang dalam pergaulan ma-
syarakat beradab. Semakin maraknya kejahatan akibat moda transportasi
yang semakin canggih, media komunikasi yang semakin beragam meng-
akibatkan pertumbuhan kejahatan semakin meluas namun disisi lain, ne-
gara-negara menghadapi kendala yang bersifat domestik maupun global

Bab 8 Pelaksanaan Prinsip Integralistik ‘ 227



BAB 9

Faktor Pembentukan Sistem
Hukum Pidana Nasional

A. Faktor Sosiologis

Hukum telah dipandang tidak saja sebagaimana alat untuk melakukan
<ontrol sosial pemerintah terhadap warga negaranya sebagaimana dike-
mukakan oleh Donald Black “Law is governmental social control’,! atau
dengan kata lain hukum merupakan kehidupan normatif dari negara dan
warga negaranya seperti halnya pembuatan hukum (legislation), penye-
esaian hukum (litigation) maupun peradilan (adjudication). Hukum tidak
nanya dipandang sebagai ketentuan yang bersifat normatif akan tetapi
dipenuhi oleh faktor-faktor sosial yang meliputinya.

Pertimbangan demikian menjadi acuan di tengah maraknya aksi unjuk
rasa dalam ketiga kasus yang ditampilkan, gerakan spontan yang dilancar-
kan oleh masyarakat dalam kasus LS maupun M merupakan fakta sosio-
logis yang tidak diabaikan oleh Majelis Hakim, begitu juga dalam kasus
yang menimpa PM, berupa aksi sejuta facebooks dan dukungan moril yang
disampaikan oleh tokoh-tokoh politik nasional,? merupakan sisi sosiolo-
gis yang memperkaya kasus tersebut sehingga hakim tidak cukup hanya
mempertimbangkan faktor-faktor yuridis semata-mata.

B. Beberapa Kasus

Diajukannya perkara M, disebabkan pihak perusahaan sudah beberapa
kali mengalami kerugian akibat perbuatan masyarakat sekitar, tindakan

1 Donald Black, The Behavior of Law, Acedemic Press, New York, 1978, hlm. 2.
2 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita
Mulyasari, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 207.
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Pt la -ana Nasmma!

Beberapa contoh kasus yang dikemukakan di atas, telah memberikan in-
dikasi bahwa kehadiran suatu Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) me-
rupakan suatu kebutuhan. Pembentukan SHPN tidak bisa dilepaskan dari
usaha untuk membentuk suatu Sistem Hukum Nasional (SHN) yang secara
formal mengacu kepada sistem hukum yang ada di dunia dengan melaku-
kan modifikasi sesuai dengan karakter khas bangsa Indonesia, di sisi lain
harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang mengindahkan pluralisme
dan nilai-nilai religius dan sosial bangsa.

Oleh karena itu, Prinsip Integralistik atau perlindungan kepentingan
hukum yang proporsional hanya akan relevan jika SHPN telah terbentuk.
Dengan demikian usaha pertama kali harus dilakukan adalah merombak
sistem hukum yang ada guna mewujudkan SHN dan SHPN yang dicita-
citakan.

A. Terbentuknya SHN dan SHPN

Penulis menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali, bahwa
Sistem Hukum kita lebih tepat disebut dengan Mix Legal System dan bu-
kan Sistem Hukum Eropa Kontinental.! Menurut Achmad Ali bahwa realitas
hukum di Indonesia, memberlakukan (1) Perundang-undangan (ciri hu-
kum Eropa Kontinental), (2) Hukum Adat (ciri Customary Law), (3) Hukum

1 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Penerbit Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2009, hlm. 499.
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BAB 11

Omentas: Pembaruan Hukum
P:dana

Setelah lebih dari enam dasawarsa Indonesia merdeka, seharusnya SHPN
diciptakan dengan tujuan mengganti hukum peninggalan kolonial dengan
hukum nasional. Dalam usaha itu, nilai-nilai hukum yang hidup dalam ma-
syarakat menjadi sumber/bahan hukum untuk membentuk SHPN. Robert B
Seidman menyatakan dalil law of non transferability law dengan demikian
hukum suatu bangsa tidak dapat ditransformasikan kepada bangsa lain.

Pengalaman berhukum dengan hukum kolonial, telah menimbulkan
sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia, salah satunya terjadinya kon-
tradiksi antara kaedah/norma yang ditetapkan melalui. undang-undang
dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selama berhukum dengan
hukum kolonial, baik langsung atau tidak langsung telah terjadi “pem-
bunuhan” terhadap SHN yang dikandung dalam Hukum Adat. Dengan
dalih asas legalitas yang menjadikan undang-undang sebagai sumber
utama dalam menentukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), juga
penetapan sistem sanksi yang bersifat absolut, praktik hukum telah diwar-
nai dengan upaya penegakan undang-undang an sich yang sering menim-
bulkan ketidakadilan.

Dalam rangka membangun SHPN, Pembaruan Hukum Pidana meru-
pakan langkah strategis untuk menciptakan SHN yang berorientasi kepaca
tujuan bangsa Indonesia bernegara. Ideologi Pancasila akan melahirkas
Hukum Pidana yang berkarakter Indonesia yang modern dan mampus
mengadoptasi pertumbuhan hukum secara top down berupa penetapas
undang-undang oleh lembaga legislatif dengan menjadikan Pancasila s=
bagai rujukan utama dan konsep HAM yang berkembang secara universay
global dan pertumbuhan hukum secara bottom up dengan memperhas-
kan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
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